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Zainal Abidin Husin 2024, dengan judul skripsi “ASPEK HUKUM
PERIZINAN KONSESI TERHADAP BADAN USAHA PELABUHAN
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RINGKASAN

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan
batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan
intra-dan/atau antarmoda transportasi..” Berdasarkan definisi tersebut kita
dapat melihat bahwa pelabuhan memiliki peran yang penting dalam menunjang
perpindahan barang maupun jasa dalam jalur perairan. Maka diperlukan pula
tempat yang dapat menghubungkan pengangkut jalur air dengan jalur darat
dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumyuridis normatif.
Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yangmeletakkan
hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang menelaah putusan dari
pengadilan. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,
kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian
serta doktrin (ajaran). Penelitian Hukum yuridis normatif berupa data yang
diperoleh dari studi kepustakaan dipengadilan yang terdiri dari ketentuan-
ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang
semuanya relevansi dengan permasalahan berkepentingan terkait Hukum
Perizinan Konsesi Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

1. Bahwa Upaya Pemerintah Pemberikan perizinan konsesi dapat meliputi
berbagai bidang, baik bidang pendidikan, perhubungan, maupun
bidang- bidang lain yang mempunyai arti ekonomis bagi rakyat banyak.
Konsesi inimerupakan penetapan yang memungkinkan konsesionaris
mendapat dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang
pemerintahan dan pemberian konsesi haruslah dengan penuh
kewaspadaan dan perhitungan yang matang. Perjanjian konsesi atau
bentuk lainnya dalam Pasal 34 Tata cara pernberian Konsesi. Pasal 36
Direktur Jenderal melakukan penilaian dan Menteri melalui Direktur
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Jenderal dengan melengkapi persyaratankajian kelayakan Konsesi yang
terdiri dari aspek teknis, aspek finansial, komersial dan aspek
lingkungan. Surat pernyataan bermaterai mengenai kesediaan
penyerahan hak atas lahan kepada Penyelenggara Pelabuhan.
Pelabuhan dengan mengajukan permohonan PenyelenggaraPelabuhan
untuk diteruskan Pasal 136 menyampaikan hasil penilaianterhadap
pemenuhan kajian kelayakan Konsesi dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

. Menurut Peraturan Pemerintah akan memberikan sanksi Pidana

Terhadap Pelaku yang tidak memiliki konsesi Pasal 297 Setiap orang
yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 298 Setiap
orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan
tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan
penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan,
terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalamPasal 339 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah). Setiap orangyang tidak memberikan jaminan atas
pelaksanaan tanggung jawab ganti rugidalam melaksanakan kegiatan di
pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pasal 299 Setiap orang
yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
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ABSTRAK

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan
batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang,berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran dan kegiatanpenunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan
intra-dan antarmoda transportasi. Kegiatan pemerintahan di pelabuhan meliputi
pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, keselamatan dan
keamanan pelayaran, kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan. Kegiatan
pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan. Menurut hasil dari
penelitian skripsi ini menunjukan bahwa

: Pertama, Perizinan yang masih bertele-tele hingga pendaftaran dan syarat
yang dijadikan izin. Kemudian masalah pungutan liar yang dilakukan oleh
pegawai instansi tersebut. Terkadang para investor asing ingin menanamkan
modal di Indonesia tetapi karena banyaknya pegawai yang pungli sehingga
mereka tidak jadiberinvestasi walaupun terkadang sistem perizinannya sudah
dibuat mudah oleh pemerintah. Karena perizinan termasuk kegiatan
administrasi sehingga perizinan di atur oleh Hukum Administrasi Negara
(HAN). Sehingga HAN berperan melakukan kontrol terhadap semua kegiatan
perizinan tersebut yang harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dan selain kontrol harus benar-benar menegakkan
aturan hukum yang berlaku. Jadi, ketika ada pegawai administrasi atau bahkan
pejabat tinggi yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan UU harus
diadili seadil-adilnya.

Kedua, Selain itu, hendaknya pemerintah memperbaiki sistem perizinan di
Indonesia agar perizinan lebih mudah dan tidak terlalu banyak syarat yang
diajukan kepada masyarkat. Sehingga memudahkan masyarakat dalam
mengurus perizinan, karena ada masyarakat yang merasa perizinan itu susah
jaditidak mengurus surat izin

Kata Kunci : Pelabuhan, Perizinan, Badan Usaha.
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